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 This study aims to analyze the role of notaries in making 
affirmation deeds to ensure legal certainty in individual 
companies and its relation to the doctrine of piercing the 
corporate veil. The research method used is normative legal 
research using a legislative approach and analysis of legal 
concepts. The result of this research is that the role of notaries 
through notary affirmation deeds can help complete the 
documents for the establishment of an Individual company. 
While not mandatory, this document provides additional legal 
certainty and legitimacy. This deed can simplify business 
processes, such as opening a bank account, as well as strengthen 
the company's legal position in the event of a dispute. The 
affirmative deed also serves as a powerful evidence tool to prove 
compliance with corporate formalities, which is an important 
element in the defense against the doctrine of piercing the 
corporate veil. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam 
membuat akta penegasan untuk menjamin kepastian hukum pada 
perseroan perorangan dan kaitannya dengan doktrin piercing the 
corporate veil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
yuridis normatif, yaitu dengan menerapkan pendekatan 
perundang-undangan dan melakukan analisis konseptual 
terhadap asas-asas dan doktrin hukum. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa peran notaris melalui akta penegasan 
notaris dapat membantu melengkapi dokumen pendirian 
Perseroan Terbatas Perorangan. Meskipun tidak wajib, dokumen 
ini memberikan kepastian hukum dan legitimasi tambahan. Akta 
ini dapat mempermudah proses bisnis, seperti pembukaan 
rekening bank, serta memperkuat posisi hukum perusahaan jika 
terjadi sengketa. Akta penegasan juga berfungsi sebagai alat 
bukti yang kuat untuk membuktikan kepatuhan terhadap 
formalitas korporasi, yang merupakan elemen penting dalam 
pertahanan terhadap doktrin piercing the corporate veil. 
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1. Pendahuluan   
 

Perseroan Terbatas (disingkat PT) adalah bentuk badan usaha legal yang memerlukan 
minimal dua pendiri. Awalnya, aturan mengenai PT terdapat dalam Pasal 36 hingga 56 
Kitab Undang -Undang Hukum Dagang. Regulasi ini kemudian digantikan oleh 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Saat ini, landasan 
hukum yang masih berlaku adalah peraturan yang lebih baru, yaitu Unda ng-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (disingkat UU PT), yang 
dikeluarkan pada tahun 2007. Menurut Pasal 1 angka 1 mengatur mengenai definisi 
perseroran terbatas: 
òPerseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah adalah badan hukum yang 
merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha 
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannyaó. 
 
PT memiliki persekutuan modal yang terdiri dari be berapa saham yang dapat 
diperjualbelikan, sehingga apabila ada perubahan kepemilikan tidak dengan 
pembubaran. Modal yang dimiliki PT bersifat terbatas sesuai dengan tanggung jawab 
pemegang sahamnya, dan aset atau kekayaan PT terpisah dengan kekayaan pendiri 
atau pemegang sahamnya. Kegiatan usaha PT dilaksanakan atau diwakilkan oleh 
direksi, dan apabila terjadi kerugian terhadap perusahaan yang dikarenakan kelalaian 
direksi maka, direksi dibebankan tanggung j awab secara pribadi, sesuai dengan 
peraturan Pasal 97 Ayat (3) UU PT.  Lebih lanjut mengenai nominal modal dasar PT 
diatur melalui Pasal 32 UU PT yaitu minimun Rp 50.000.000.000,- kemudian Pasal 33 
UU PT mengatur mengenai modal yang harus ditempatkan sebesar tidak kurang 
25%dari modal dasar perusahaan. Nominal modal dasar inilah yang menentukan skala 
perusahaan yaitu perusahaan berskala kecil, perusahaan berskala sedang, dan 
perusahaan berskala besar. 
 
Perkembangan teknologi informasi kini berdampak besar p ada dunia bisnis, termasuk 
dalam pembentukan PT. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta 
Kerja, PT didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh dua orang atau 
lebih, dengan modal dasar yang dibagi dalam bentuk saham. PT ini menjalankan 
kegiatan usaha dengan modal yang besar. Namun, kini ada juga pilihan  PT 
perorangan, yaitu badan hukum yang memiliki satu orang perndiri  saja, asalkan 
memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang diatur dalam undang -undang.1 
 
Perusahaan berskala kecil (UMK) dan perusahaan berskala sedang (UMKM) saat ini 
sedang berkembang di Indonesia. UMK dan UMKM ini merupakan kegiatan usaha 
yang dilakukan oleh perorangan, rumah tangga maupun badan usaha berskala kecil. 
Dari perspektif ekonomi, usaha berskala kecil dan menengah ini berperan sebagai 
penyumbang pembangunan perekonomian dengan menciptakan lapangan pekerjaan, 
dan membangun kreatifitasi masyarakat , kemudian dari prespektif hukum  pemerintah 
telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta kemud ahan usaha melalui 
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan 

 
1 Cahyani DA and Santosa AADH, òKekuatan Hukum Berita Acara RUPS Perseroan Terbatas 
Yang Dilakukan Secara Daring,ó Jurnal Acta Comitas 10, no. 02 (2025): 455-464, DOI : 
https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i02.p15.  
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Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Mengengah (PP UMKM). Lebih 
lanjut dalam Undang -Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melahirkan 
ketentuan baru mengenai Perseroan Terbatas Perorangan (PT Perorangan) yaitu 
peusahaan yang memiliki  satu orang pendiri  dimana usahanya termasuk dalam 
kriteria perusahaan berskala kecil.2 Diperkenalkannya konsep Perseroan Terbatas 
Perorangan (PT Perorangan) sebagai sebuah entitas badan hukum yang dapat 
didirikan ole h satu orang saja. Konsep ini dirancang untuk menyederhanakan proses 
legalitas bagi pelaku UMK, membedakannya secara fundamental dari proses pendirian 
Perseroan Terbatas konvensional yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 7 ayat (1) 
UU PT, yang wajib did irikan oleh setidaknya dua pihak dan dituangkan dalam akta 
otentik yang dibuat oleh notaris. PT Perorangan memiliki tanggung jawab terbatas dan 
bersifat one-tier yaitu pendiri sekaligus berperan sebagai pemegang saham tunggal dan 
juga sebagai direktur serta tidak ada komisaris.3 
 
Pada tahun 2023, pemerintah menetapkan UU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta 
Kerja) yang ditetapkan pada 32 Maret 2023. Perubahan ini secara signifikan 
mereformasi pendekatan tradisional terhadap pendirian Perseroan Terbatas (PT). 
Sebelum berlakunya ketentuan ini, Undang -Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas ( UU PT) secara eksplisit mensyaratkan bahwa òsebuah perseroan 
harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih melalui akta notaris yang dibuat 
dalam bahasa Indonesia.ó4 Persyaratan ini dikenal dengan prinsip perjanjian 
(consensualism) yang menjadi dasar pembentukan badan hukum perseroan.5 
Pengubahan peraturan ini bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja dengan 
menawarkan keringanan, pengamanan, dan peningkatan kapabilitas UMKM serta 
memberikan terobosan dan kepastian hukum dengan tetap menggunakan metode 
omnibus. 
 
UU Cipta Kerja membawa terobosan hukum dengan menambahkan ketentuan yang 
memungkinkan pendirian PT oleh 1 (satu) orang saja, khususnya untuk Usaha Mikro 
dan Kecil (UMK). Tujuan utama dari inovasi ini adalah dengan tujuan memfasilitasi 
dan mewujudkan leg alitas yang jelas bagi para pelaku UMKM, yang sebelumnya 
kesulitan memenuhi persyaratan pendirian PT pada umumnya. Pasal 2 Ayat (1) UU 
Cipta Kerja mengatur mengenai asas yang dianut yaitu òpemerataan hak, kepastian 
hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirianó. Mengacu pada Pasal 
153A UU Cipta Kerja bahwa PT Perorangan disebut juga dengan Perseoran untuk 
usaha mikro dan kecil. Prosedur pendirian PT Perorangan ini pun dipermudah secara 
drastis, di mana pendiri kini bisa mendapatkan status badan hu kum hanya dengan 
mendaftarkan pernyataan pendirian secara online melalui AHU Kemenkumham, yang 

 
2 Alum Simbolon, òPendirian PT Peorangan Untuk Usaha UMKM,ó Prosiding Konferensi 

Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) 5, no. 7 
(2022): 1ð10, DOI : https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v5i0.1816  

3 Shinta Pangesti, òPenguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil 
Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa  Pandemi Covid -19,ó Jurnal Rechts Vinding: 
Media Pembinaan Hukum Nasional 10, no. 1 (2021): 117-131. 

4 Ida Widiyanti and Aju Putrijanti, òImplikasi Penafian Peran Notaris Dalam Eksistensi 
Perseroan Perorangan,ó Notarius 17, no. 3 (n.d.): 1801ð1817. 

5 Dhoni Martien, Hukum Perusahaan, Pustaka Hanif, 2023. h. 6 
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berarti akta notaris tidak lagi menjadi keharusan dalam proses pendirian . Sebaliknya, 
pendirian PT Perorangan hanya memerlukan surat pernyataan pendirian yang di buat 
dalam bahasa Indonesia, tanpa akta notaris. Upaya pemerintah untuk mempermudah 
dan mengefisienkan kegiatan berusaha diwujudkan melalui penyederhanaan ini .6 
 
Lahirnya PT Perorangan menciptakan sebuah paradoks yuridis yang menarik. Di satu 
sisi, pemerintah secara tegas memangkas peran notaris dalam tahap pendirian formal 
untuk mempromosikan kemudahan berusaha. Di sisi lain, notaris dan pelaku usaha di 
lapangan mendapati bahwa ketiadaan akta notaris justru  menimbulkan celah dan 
ketidakpastian hukum di tat aran praktis, yang pada akhirnya menuntut keterlibatan 
notaris kembali .7 
 
Secara teoretis, Perseroan Terbatas (PT) didefinisikan sebagai entitas berbadan hukum 
yang didasarkan pada perjanjian para pihak untuk menyatukan modal . Statusnya 
sebagai badan hukum menjadikannya subjek hukum tersendiri, terpisah dari individu 
pendirinya. Prinsip ini, yang dikenal sebaga i limited liability atau pertanggungjawaban 
terbatas, menerapkan prinsip pemisahan harta kekayaan antara badan usaha dan 
pemiliknya, yang menghasilka n tanggung jawab mereka atas utang dan kerugian 
perusahaan hanya sebatas saham yang mereka miliki. 
 
Dalam konteks hukum perseroan konvensional, akta otentik yang dibuat oleh notaris 
memainkan peran vital. Notaris  dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, memiliki 
yurisdiksi  untuk menerbitkan  akta pendirian yang memiliki kekuatan pembuktian 
sempurna (volledige bewijskracht). Akta ini tidak hanya menjadi dokumen legalitas, 
tetapi juga merupakan landasan hukum y ang mencakup anggaran dasar dan informasi 
penting lainnya. Proses pengesahan akta pendirian oleh Kementerian Hukum dan 
HAM (Kemenkumham) menjadi penentu bagi PT untuk memperoleh status badan 
hukum resmi. 8 
 
Konsep PT Perorangan sebagai entitas hukum baru diatur dalam Pasal 153A UU Cipta 
Kerja. Perseroan ini dirancang khusus untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). 
Kriterianya, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 
2021, membedakannya secara tegas dari PT kovensional. Karakteristik utama PT 
Perorangan meliputi:  

1. Pendiri Tunggal: Ent itas ini hanya dapat di bentuk oleh satu orang Warga 
Negara Indonesia (WNI) yang merangkap sebagai direktur dan pemegang 
saham tunggal.    

2. Modal: Tidak ada batasan modal dasar minimum yang ditetapkan. Walaupun 
demikian, kewajiban pelaporan modal yang ditemp atkan dan disetor penuh, 
yang jumlahnya minimal 25% dari modal dasar, tetap harus dilakukan secara 

 
6 Erniwati, òPerseroan Perorangan: Kemudahan Mendirikan PT Pribadi Berbiaya Murah,ó 2022, 

http s://ntb.kemenkum.go.id/component/content/article/perseroan -perorangan-
kemudahan-mendirikan -pt-pribadi -berbiaya-murah?catid=67&Itemid=101.  Diakses pada 16 
September 2025 

7 Adinda Tiara Riandini et al., òAnalisis Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan Tanpa Akta 
Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja,ó Notarius 17 (2024): 762ð779. 

8 Ibid , h. 771. 
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daring (online). Modal usaha harus memenuhi kriteria UMK, yaitu di bawah 5 
miliar rupiah.    

3. Prosedur Pendirian: Pendirian dilakukan berdasarkan surat pernya taan 
pendirian yang diisi secara daring melalui sistem Administrasi Hukum Umum 
(AHU) Kemenkumham. Status badan hukum diperoleh setelah diterbitkannya 
sertifikat pendaftaran oleh Menteri  

Dalam praktiknya, meskipun secara yuridis -formal akta notaris tidak la gi diwajibkan, 
banyak pelaku usaha PT Perorangan yang tetap mengurus akta penegasan notaris. 
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai keabsahan dan urgensi 
hukum dari akta penegasan tersebut. Pembahasan tersebut menarik untuk  dibahas 
dalam penelitian ini . Akta penegasan notaris ini memiliki keabsahan hukum yang 
signifikan, dan perannya dalam konteks doktrin   piercing the corporate veil atau yang 
mengatur tentang pertanggungjawaban pribadi pendiri . 
 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini akan menganalisis secara 
mendalam 2 (dua) pertanyaan inti:  1) Bagaimana peran akta penegasan dalam 
pendirian PT Perorangan untuk menjamin kepastian hukum?  2) Bagaimana akta 
penegasan dalam kaitannya dengan doktrin  Piercing The Corporate Veil?. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis peran akta penegasan dalam pendirian PT Perorangan 
untuk menjamin kepastian hukum dan kaitannya dengan doktrin piercing the corporate 
veil.  
 
Penelitian ini menyajikan perbedaan yang membedakannya dari kajian -kajian 
sebelumnya yang  berkaitan dengan akta penegasan notaris. Penelitian yang berjudul 
òKedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan 
Terbatas Yang Tidak Didaftarkanó9 memiliki kajian terhadap kedudukan hukum akta 
perubahan RUPS PT. Selain itu, penelitian terdahulu yang berjudul òKeabsahan Akta 
Penegasan Dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Peroranganó10 berfokus 
pada pembukaan rekening dengan keabsahan akta penegasan. Sedangkan penelitian 
ini berfokus pada peran akta penegasan dalam kaitannya dengan doktrin piercing the 

corporate veil, sehingga penelitian ini dapat dikatakan orisinal.  Berdasarkan paparan 
diatas, disusun suatu artikel yang berjudul ôôPeran Akta Penegasan dalam Pendirian 
Perseroan Terbatas Perorangan dalam Kaitannya dengan Doktrin Piercing the 
Corporate Veil  õõ 
 

2. Metode Penelitian  
 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, di mana fokus 
utamanya adalah menelaah dokumen-dokumen. Pengumpulan data dilakukan melalui 
kajian pustaka dengan menganalisis sumber hukum sekunder dan tersier. 
Permasalahan akan dianalisis menggunakan kerangka teori hukum, mencakup prinsip 
Pemisahan entitas hukum (separate legal entity), Tanggung jawab terbatas (limited 

 
9 Vivy Julianty and Mohamad Fajri Mekka Putra, òKedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris 

Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan,ó Jurnal Usm Law 
Review 5, no. 1 (2022): 239ð252. DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4871.  

10 Muhammad Arya Azzurba, Anwar Borahima, and Winner Sitorus, òKeabsahan Akta 
Penegasan Dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan,ó JIS: Jurnal Ilmu 

Sosial Vol.3, no. No.3 (2023): 314-342. 
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liability ), Doktrin piercing the corporate veil, dan Kekuatan pembuktian akta notaris 
sebagai akta otentik. Pendekatan yang diterapkan adalah meninjau secara mendalam 
peraturan perundang -undangan, doktrin hukum yang relevan, serta praktik peradilan 
(yurisprudensi) terkait. Penelitian ini menggunakan teknik a nalisis yang bersifat 
deskriptif untuk menganalisis jawaban atas permasalahan penelitian.  11 

 

3. Hasil  Dan Pembahasan 
3.1 Peran Akta Penegasan Notaris sebagai Penjamin Kepastian Hukum  

 
Sejalan dengan semangat UU Cipta Kerja, proses pendirian PT Perorangan dirancang 
untuk menjadi sangat sederhana dan mudah diakses. Prosedur pendirian sepenuhnya 
dilakukan secara daring melalui portal AHU Kemenkumham. Pemohon cukup 
mengisi formulir daring yang mencakup data identitas pendiri, nama perusahaan, 
alamat, dan data usaha lainnya. Proses ini tidak memerlukan akta notaris, sehingga 
biaya pendirian menjadi sangat minimal, yaitu hanya Rp50.000 untuk Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP). Kemudahan ini merupakan langkah proaktif p emerintah 
untuk meminimalkan birokrasi dan biaya, memungkinkan pelaku usaha kecil untuk 
mendapatkan status badan hukum dengan cepat. Dengan demikian, PT Perorangan 
yang sah secara hukum dapat didirikan hanya dalam waktu satu hari kerja.  
 
Meskipun pendiriannya mudah, ketiadaan akta notaris sebagai syarat p endirian PT 
Perorangan menimbulkan sejumlah konsekuensi dan kendala di lapangan. Pandangan 
kritis datang dari kalangan notaris dan praktisi hukum. Faktanya, banyak bank dan 
lembaga keuangan masih membutuhkan akta otentik notaris sebagai syarat untuk 
membuka rekening atas nama badan hukum.12 Hal ini disebabkan oleh adanya 
perbedaan antara legitimasi hukum formal yang diberikan oleh negara dan legitimasi 
komersial yang dibutuhkan dalam praktik bisnis. Sertifikat pendaftaran dari AHU, 
meskipun sah secara hukum, terkadang dianggap tidak memiliki kekuatan 
eksekutorial  dan kredibilitas yang s ejajar dengan akta notaris di mata pihak ketiga 
seperti bank atau investor. Akta notaris, secara tradisional, tidak hanya berf ungsi 
sebagai dokumen legal, tetapi juga sebagai simbol kredibilitas dan jaminan 
profesionalism e, yang menumbuhkan kepercayaan dari mitra bisnis dan investor.  
 
Kendala ini menunjukkan disonansi yang signifikan antara tujuan regulator untuk 
mempermudah legalitas dan realitas praktik bisnis yang masih menga ndalkan 
formalitas hukum konvensional. PT Perorangan, meskipun sah secara hukum, dapat 
dianggap kurang kredibel  di mata pelaku bisnis lain yang terbiasa dengan formalitas 
notaris, sehingga membatasi kemampuannya untuk mendapatkan pinjaman besar atau 
menjalin kerja sama strategis. Berikut adalah tabel perbandingan mengenai perbedaan 
esensial antara PT Perorangan dan PT konvensional : 13 

 
11 I Made Pasek Diantha and I Made, òMetode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi 
Teori Hukum,ó Jakarta: Prenada Media Grup, 2017, h. 12. 

12 òCatat! Ini Syarat Membuka Rekening Perseroan Perorangan,ó 2022, 
https://portal.ahu.go.id/id/detail/75 -berita-lainnya/300 4-catat-ini -syarat-membuka-
rekening-perseroan-perorangan. diakses pada 14 September 2025 

13 òPanduan Lengkap Pendirian PT Perorangan,ó 2025, https://siplawfirm.id/panduan-
lengkap-pendirian -pt-perorangan/?lang=id.  Diakses pada 14 September 2025 
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Kondisi di atas menunjukkan bahwa peran notaris tidak hilang, melainkan 
bertransformasi dan berevolusi. Notaris tidak lagi  menjadi syarat mutlak untuk 
mendirikan PT Perorangan, tetapi menjadi figur yang sangat penting untuk 
menyelesaikan kendala praktis dan menjamin kepastian hukum.  
 
Sebagai respons terhadap tantangan praktis, profesi notaris mulai menawarkan 
layanan Akta Penegasan bagi PT Perorangan.14 Akta ini dibuat bukan sebagai akta 
pendirian, melainkan untuk menegaskan legalitas PT Perorangan yang telah terdaftar 
di Kemenkumham. Notaris akan memeriksa dan memverifikasi data serta pernyataan 
pendirian yang telah diunggah k e sistem AHU, dan kemudian membuat akta otentik 
yang menegaskan fakta-fakta tersebut. 
 
Akta penegasan notaris adalah dokumen otentik yang dibuat oleh notaris untuk 
menegaskan dan memberikan kepastian hukum terhadap suatu perbuatan atau 
dokumen yang sudah ada sebelumnya. Dalam konteks PT Perorangan, akta ini dibuat 
oleh notaris untuk menegaskan kembali pendirian perusahaan yang sebelumnya telah 
dilakukan secara elektronik melalui sistem AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. 
 
Meskipun dalam pendirian PT Perorangan menggunakan akta notaris bersifat tidak 
wajib, namun akta penegasan ini memiliki peran penting, yaitu:  

a) Memberikan Kepastian Hukum: Akta penegasan mengubah status dokumen 
pendirian yang bersifat  elektronik menjadi akta otentik yang memiliki 
kekuatan hukum sempurna di mata hukum, sesuai dengan Pasal 1868 
KUHPerdata . 
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